
 
 

 

 

 

 

KEPUTUSAN MENTERI 

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 
   REPUBLIK INDONESIA  

 
NOMOR 49 TAHUN  2021 

 

TENTANG 
 

SATUAN KERJA SEBAGAI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU 

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN 
MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMETERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 
 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 
 

 
Menimbang : bahwa untuk membangun zona integritas menuju wilayah 

bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan 

melayani di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu menetapkan 
Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi tentang Satuan Kerja sebagai 
Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi 

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4150); 
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3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aoaratur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang 
Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah 
Bebas dari Korupsi dan WIlayah Birokrasi Bersi dan 

Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671); 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1256); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG SATUAN 
KERJA SEBAGAI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS 

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH 
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI. 
   

KESATU : Menetapkan Satuan Kerja sebagai Pembangunan Zona 
Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 
KEDUA : Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum 

KESATU wajib: 

a. membuat rencana aksi (action plan) pembangunan 
zona integritas di lingkungan unit kerjanya setiap 

tahun;  
b. mengalokasikan dukungan anggaran dalam rencana 

kerja dan anggaran kementerian dan lembaga yang 

memadai dalam unit kerja;  
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Salinan sesuai aslinya 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  

Kepala Biro Hukum 

 
Teguh 

 

 
c. melakukan survei indeks pelayanan publik dan indeks 

persepsi anti korupsi; dan  
d. melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan 

zona integritas. 

KETIGA : Pelaksanaan Pembangunan Satuan Kerja Zona Integritas 
menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan WIlayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud pada Diktum 

KESATU dikoordinasikan oleh Tim Kerja Pembangunan 
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
untuk selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self 

assessment) oleh Tim Penilai Internal sebagai Unit 
Penggerak Integritas. 

KEEMPAT : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum 
KETIGA sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

mengenai Tim Penilai Internal Pembangunan Zona 
Integritas Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 
lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi. 

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Juni 2021   
 
MENTERI DESA, 

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  

REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

ttd.      
 
ABDUL HALIM ISKANDAR 

 
 

Penanggung Jawab Paraf Tanggal 

Pengendali Administrasi 

(SEKRETARIS JENDERAL) 

  

Pengendali Teknis 

(SEKRETARIS JENDERAL) 

 

Pengendali Aspek Hukum 

(KARO HUKUM) 

  

Materi 

(KARO KEPEGAWAIAN DAN 
ORGANISASI) 
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LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI DESA, 

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, 
DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 49 TAHUN 2021 
TENTANG 

SATUAN KERJA SEBAGAI PEMBANGUNAN 
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH 
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH 

BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI 
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, 

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, 
DAN TRANSMIGRASI 

 

SATUAN KERJA SEBAGAI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS 
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA 

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN 

TRANSMIGRASI 
 

NO SATUAN KERJA 

1 Biro Kepegawaian dan Organisasi 

2 Biro Hubungan Masyarakat 

3 
Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi 

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

4 
Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

5 
Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi 

6 
Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi 

7 
Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi 

8 
Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan 
Transmigrasi 

9 Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi 

10 
Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan 
Daerah Tertinggal 

11 Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan 

12 
Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan 

Perdesaan 

13 Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa 

14 
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi 
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

15 Sekretariat Inspektorat Jenderal 

16 
Sekreatariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

17 
Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi 

18 
Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi 
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Salinan sesuai aslinya 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  

Kepala Biro Hukum 

 
Teguh 

 

NO SATUAN KERJA 

19 Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara 

20 Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional 

21 
Balai Besar Pusat Pelatihan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Jakarta 

22 
Balai Besar Pusat Pelatihan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Yogyakarta 

23 Balai Latihan Masyarakat Pekanbaru 

24 Balai Latihan Masyarakat Bengkulu 

25 Balai Latihan Masyarakat Banjarmasin 

26 Balai Latihan Masyarakat Denpasar 

27 Balai Latihan Masyarakat Makassar 

28 Balai Latihan Masyarakat Ambon 

29 Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

30 
Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi 

 

MENTERI DESA, 
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  

TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
ttd. 

 
ABDUL HALIM ISKANDAR 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Penanggung Jawab Paraf Tanggal 

Pengendali Administrasi 
(SEKRETARIS JENDERAL) 

  

Pengendali Teknis 
(SEKRETARIS JENDERAL) 

 

Pengendali Aspek Hukum 
(KARO HUKUM) 

  

Materi 
(KARO KEPEGAWAIAN DAN 

ORGANISASI) 

  


